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ABSTRAK 

 

Nensy Septia Maulina/222015247/2019/Pengaruh Good Corporate Governance dan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Survei Pada 

OPD Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor publik. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah Seberapa besar Pengaruh Good Corporate 

Governance dan Sistem Pengendalian InternPemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah 

Survei Pada OPD Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Pengaruh 

Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian InternPemerintah Terhadap 

Kinerja Pemerintah Survei Pada OPD Sumatera Selatan.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriftif. Data yang digunakan 

data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. 

Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis dan teknik analisis deskriftif dan asosiatif dengan bantuan program 

Statistical Program Special Science (SPSS). 

   

Hasil penelitian ini menunjukan Secara Parsial Good Corporate Governance berpengauh 

terhadap Kinerja Pemerintah, system Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemerintah. Secara Simultan Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. 

 

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dan Kinerja Pemerintah 
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PRAKATA 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi 

Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga 

akhir zaman. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terhadap Kinerja Pemerintah (Survai pada Organisasi Parangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan)” Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat mengikuti 

ujian komprehensif Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

 Berdasarkan Hasil pengujian Hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa Good Corporate Governance Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 

maka pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja pemerintah dapat 

diterima karena adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi 

dan kewajaran.. Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja 

Pemerintah, maka pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap 

kinerja pemerintah dapat diterima, karena karena adanya lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi 

serta pemantauan. 
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seperjuangan yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo’akan dan 

memberi dukungan agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan 

yang semakin ketat  untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Di era 

demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat 

dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan 

merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah 

agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah 

menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan 

misi pemerintahannya, serta berkomitmen yang tinggi guna mewujudkan cita-

cita dan tujuan yang berbangsa bernegara, sebagai yang di amanatkan dalam 

pembukaan undang-undang 1945. 

Kinerja berhasil atau tidaknya dipengaruhu oleh good corporate 

governance karena sebagai mekanisme pengendalian yang efektif 

menyelaraskan kepentingan kinerja daerah. Serta memberikan perlindugan 

kepada pemerintah. Ada dua prinsip utama dalam GCG. Pertama kejelasan 

hak untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Iktikat 

pemerintah untuk melakukan pengungkapan (Cahyani: 2009). 

Menurut Romney dan John Steinbart (2017: 198) kinerja berhasil atau 

tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah untuk 

mencapai tujuan seperti perlindungan aset, menyimpan catatan secara 

terperinci, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, 
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menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, 

meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan 

manajerial yang ditentukan dan mematuhi hokum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Hamdani (2016: 19) good corporate governance (GCG) turut 

membantu terciptanya hubungan yang kondusif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, 

direksi, dan pemegang saham). Hal tersebut menuntut adanya pertanggung 

jawaban manajemen  kepada dewan komisaris kepada pemegang saham. 

Good corporate governance adalah seperangkat sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku 

kepentingan (stakeholder). GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang 

propesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum good 

corporate governance Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh KNKG 

menyebut 5 asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Cahyani: 2009).   

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang menyebar keseluruh 

aktivitas pengoperasian perusahaan, dan merupakan bagian integral dari 

aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai, 

jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu sistem 

pengendalian intern memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan 

terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan 

keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi (Marshall 

Dan Paul, 2016 : 226). 
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Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, 

metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi, dan dipatuhunya kebijakan pimpinan. Definisi sistem pengendalian 

intern tersebut menekankan tujuan nya yang hendak dicapai dan bukan pada 

unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, 

pengendalian intern berlaku untuk perusahaan yang mengelola informasi 

secara manual dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Indra, 

2006: 458).    

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang digunakan untuk 

mengamankan harta kekayaan perusahaan, menjamin ditaatinya kebijakan 

manajemen dan menciptakan efisiensi dan efektivitas perusahaan (Yuhanis, 

2017: 39). Terdapat berbagai karakteristik dalam sistem pengendalian intern 

yang dapat mempengaruhi kualitas suatu sistem informasi akuntansi, yaitu 

struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab bagian secara 

tegas, pembagian tanggung jawab bagian dalam organisasi, sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap 

kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang sehat dalam 

melaksanakan tugas dan bagian setiap organisasi, karyawan yang mutunya 

sesuai dengan tanggung jawabnya (Yuhanis, 2017: 41-42). 

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam 



4 
 

 
 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis suatu organisasi (Chabib, 2013:3). 

Menurut Rachmat (2010: 316) kinerja pemerintah adalah salah satu bentuk 

penilaian asas manfaat, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan 

dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah 

selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas 

organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. 

Kegagalan implementasi tata kelola perusahaaan semakin memburuk, 

kondisi ekonomi Indonesia. Kegagalan penerapan tata kelola menjadi salah 

satu pemicu krisis keuangan dalam 10 tahun terakhir, perusahaan global 

pernah didenda ratusan juta dolar dari otoritas setempat karena buruknya 

penerapan tata kelola. Betapa pentingnya penerapan tata kelola secara baik 

dan berkelanjutan. Pasalnya hal ini dapat berpengaruh terhadap proses 

pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja, serta pemahaman 

menyeluruh dari manajemen perusahaan (Muliaman, 2014). 

Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan Good Governance 

didalam negeri dianggap belum berjalan secara maksimal. Beberapa waktu 

lalu, ada sejumlah emite terkena masalah hukum. Missal ada AISA. Lalu 

belakangan ada lippo grup, di antaranya LPKR dan LPCK. Kedua emite ini 

dituding tidak menerapkan GCG dengan baik, lantaran diam-diam 

mengalihkan kepemilikan meikarta. Salah satu alasan menyebabkan GCG 

menjadi kurang baik karena adanya kepentingan tertentu ( Irwan, 2018). 
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BPK soroti lemahnya sistem pengendalian intern kementrian/lembaga. 

Anggota BPK mengemukakan masalah saat menyerahkan laporan hasil 

pemeriksaan (LHP). BPK atas laporan keuangan kementrian lembaga  

(LKKL) tahun 2016 kepada 15 entitas pemeriksaan dilingkungan auditorat 

keuangan Negara (AKN). Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 

setidaknya 29 temuan signifikan yang disebabakan lemahnya sistem 

pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan (Agung, 2017). 

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun 2017 

memperoleh hasil sangat tidak memuaskan. Rendahnya nilai kematangan 

maturitas ini disebabkan tidak terdokumentasikannya setiap kegiatan. Tidak 

adanya dokumentasi menjadi masalah tersendiri ketika melakukan kegiatan 

pemeriksaan kesatuan perangkat kerja daerah (SKPD). Buruknya penilaian 

yang diperoleh ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan 

keterbatasan waktu sehingga menjadi hambatan dalam melakukan 

pengawasan (Siti, 2017).  

Kinerja buruk, gubernur Sulawesi selatan pecat pejabat pemprov. 

Pemecatan ini dilakukan kerena dinilai tidak punya integritas, menghambat 

kinerja pemerintah dan kerap menghambat pembayaran upah tenaga kontrak 

seperti memotong upah (Nurdin, 2019). 

Kinerja OPD kota Palembang menjadi sorotan anggota dewan, dikarnakan 

laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan daerah (raperda) tentang 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBDP) tahun 2017, saat ini masih 
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ada program OPD pemerintah kota Palembang belum berjalan. Masih banyak 

OPD yang tidak memahami berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan didinas 

masing-masing dan masih banyak OPD yang tidak paham kegiatan yang telah 

dianggarkan dan dilaksanakan (Fauzi, 2017). 

Kinerja OPD pemkot Palembang dianggap tidak maksimal, dalam rapat 

paripurna yang membahas laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan 

daerah (raperda), mengatakan saat ini masih ada program OPD yang tidak 

maksimal, contohnya dinas komunikasi dan informasi (kominfo) Palembang, 

sampai sekarang. Program smart city belum berjalan, padahal rancangan ini 

sudah ada sejak lama dan sudah masuk dalam anggaran (Fauzi, 2017). 

Pemerintah kota Palembang belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 

2017. Sesuai peraturan, laporan keuangan pemerintah daerah harus diserahkan 

selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun angaran berakhir. Lambatnya 

penyerahan laporan keuangan ini disebabkan karena masih asa empat OPD 

yang belum menyelesaikan laporan keuangan tersebut adalah Dinas Pekerjaan 

Umum, Dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat, Dan Kawasan 

Pemukiman (Pera KP), Dinas Pendidikan (Disdik) Dan Dinas Kesehatan 

(Dinkes) (Harobin, 2018). 

  Tabel I.1 

Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

Dan Kelemahan SPI Atas LKPD Tahun 2016-2017  

Permasalahan 
Jumlah 

permasalahan 

Nilai 

(Miliar) 

Pemerintah 

daerah 

Kelemahan SPI: 5  Provinsi 

Sumatera 
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Proses penyusunan laporan tidak 

sesuai dengan ketentuan, 

selatan 

• Penyimpanan barang pada 4 OPD 

tidak didukung dengan kartu stok 

barang sehinggga persediaan yang 

dilaporkan pada akhir  tahun hanya 

sesuai dengan hasil stock opname 

sisa persediaan yang ada . 

• Rekonsiliasi nilai asset tetap antara 

bidang asset dan bidang akuntansi 

badan pengelolaan keuangan dan 

asset daerah  (BPKAD) tidak 

dilakukan 

• Penyertaan modal kepemilikan 

100% tidak didukung  dengan 

laporan keuangan sejak tahun 

2014-2017 

   

Ketidakpatuhan terhadap 

perundung-undangan 

   

Kelebihan pembayaran atas 

kekurangan volume atas pekerjaan 

pemeliharaan jalan, irigasi dan 

jaringan senilai Rp 4,40 miliar, dan 

pekerjaan pembangunan jembatan 

musi VI kota palembang senilai Rp 

4,12 miliar 

2 8,52 M  Provinsi 

Sumatera 

Selatan 

Kekurangan volume atas paket 

pekerjaan  fisik, antara lain pada 

pembangunan dan peningkatan 

jalan 

- 5,07 M Provinsi 

Sumatera 

Selatan 

Kelebihan pembayaran yang terjadi 

pada pemkot ogan ilir, namun atas 

pekerjaan tersebut belum dilakukan 

pelunasan pembayaran kepada 

rekanan yaitu: 

• Pembuatan trotoar jalan nasional 

dalam kota indralaya karena 

kekurangan volume dan 

pemahalan harga satuan kontrak 

3 

 

 

 

3,43 M Provinsi 

Sumatera 

Selatan 
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addendum senilai Rp 1,85 miliar.  

• Pekerjaan urugan tanah untuk 

pembangunan taman kota dan 

Dinas PKP senilai Rp 1,18 miliar. 

• Pekerjaan rehap jalan pada Dinas 

PUPR dan revitalisasi pasar 

indralaya pada Dinas PKP senilai 

Rp.402,37 juta 

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2016-2017 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur dan Ira (2014) menunjukkan 

bahwa Hasil analisis hipotesis menunjukkan baik, good governance, dan 

pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada kinerja 

pemerintah di kabupaten pelalawan. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh  Febriana dan Aristanti (2017) Hasil 

penelitianmenunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari good 

government governance terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan proksi PDRB 

per kapita, terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance 

terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap 

kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian, tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah 

daerah dengan proksi PDRB per kapita, tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat 

kemiskinan, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap 

kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio rasio kemandirian. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur  (2018) Hasil penelitian 

ini menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi 
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manajemen daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeingian untuk meneliti 

lebih lanjut tentang “PengaruhGood Corporate Governance dan Sistem 

Pengendalian InternPemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Survei Pada OPD 

Sumatera Selatan”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Seberapa besar Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Pemerintah? 

2. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terhadap Kinerja Pemerintah? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Pemerintah? 

2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah? 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan kemampuan 

berpikirmengenai penerapan teori yang telah didapat dari perkuliahan yang 

telah diterima dan dipraktekkan kedalam penelitian yang sebenarnya. 

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Memberikan sumbangan referensi bagi Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan dalam pengambilan kebijakan kinerja 

pemerintah. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi bagian kajian 

mahasiswadosen untuk penulisan berikutnya.
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